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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan peralihan 

kewenangan di bidang pendidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

serta bagaimanakah proses peralihan urusan dalam bidang pendidikan dan serta apa 

kendala dan solusi dalam pengaturan peralihan kewenangan di bidang pendidikan. Jenis 

penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Hasil penelitian dalam 

pengaturan peralihan kewenangan di bidang pendidikan ialah pada khususnya terdapat 

pengaturan-pengaturan yang menjadi dasar hukum pelaksaanaan peralihan kewenangan 

dari Kabupaten/kota ke Daerah Provinsi yang nantinya bisa di kelola seluruhnya oleh 

kebijakan yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur. Proses 

pelaksanaan peralihan kewenangan di bidang pendidikan memiliki 4 tahapan yaitu, 

tahapan persiapan inventarisasi, tahapan pelaksanaan penyerahan, tahapan pengelolaan 

dan tahapan evaluasi. 

 

Kata Kunci :Peralihan, Kewenangan, danPendidikan SMA/SMK 

ABSTRACT 

This study aims to determine how the arrangement of the transfer of authority in 

the field of education based on Law No. 23 of 2014 and how the process of transition of 

affairs in the field of education and as well as what constraints and solutions in the 

transfer of authority in the field of education. This type of research uses a type of 

empirical legal research. The results of research in the arrangement of transfer of 

authority in the field of education is in particular there are arrangements which become 

the legal basis for the transfer of authority from the Regency / City to the Provincial 

Region which later can be managed entirely by the authorized policy in accordance with 

the Law regulating. The process of implementing the transfer of authority in the field of 

education has 4 stages, namely the preparation stage of inventory, the stage of 

implementation of delivery, management stages and stages of evaluation. 

Key Words: Transition, Authority and Education SMA/SMK 
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I. PENDAHULUAN 

 

Indonesia merupakan salah satu negara yang mencantumkan pendidikan sebagai 

hak asasi manusia dalam konstitusi. Untuk itu mengingat Negara Kesatuan Republik 

Indonesia selanjutnya disebut NKRI terdiri atas Daerah Provinsi dan Daerah Provinsi itu 

terdiri atas Daerah Kabupaten dan Kota yang masing-masing mempunyai Pemerintahan 

Daerah tersendiri, maka daerah-daerah diberikan kewenangan untuk melaksanakan 

urusan-urusan pembangunan termasuk di bidang pendidikan.  

“Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah dapat dirunut dari alinea ketiga dan 

keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Alinea 

ketiga memuat pernyataan Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Sedangkan alinea 

keempat memuat pernyataan bahwa setelah menyatakan Kemerdekaan, yang 

pertama kali dibentuk adalah Pemerintah Negara Indonesia   Nasional yang 

bertanggung jawab mengatur dan mengurus bangsa Indonesia. Lebih lanjut 

dinyatakan bahwa tugas Pemerintah Negara Indonesia adalah melindungi 

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan memajukan 

kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut memelihara 

ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan 

sosial”
1
 

 

Urusan Pemerintahan Absolut adalah urusan pemerintahan yang 

sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan pusat dan pemerintahan absolut 

terdiri dari Politik Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan, Yustisi atau Peradilan, 

Moneter dan Fiskal Nasional, Agama.  

Urusan Pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi 

antara Pemerintahan Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupten/Kota. Urusan 

pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi pelaksanaan Otonomi 

Daerah. Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi Kewenangan Daerah terdiri 

atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahaan Pilihan. 

Telah terjadi perubahan Urusan Kewenangan di bidang pendidikan 

khususnya SMA/SMK semula kewenangan diatur oleh Daerah  Kabupaten/Kota dan 

setelah berlakunya Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 

maka urusan SMA Dan SMK beralih menjadi kewenangan Provinsi. Dengan 

                                                 
1
Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
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peralihan kewenangan, implikasinya maka terjadi peralihan pengelolan aset daerah 

salah satunya aset keuangan daerah yang beralih dari Kabupaten/Kota ke Provinsi 

dalam penggajian guru honorer yang nantinya diangkat oleh provinsi. 

Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan  yang wajib 

diselenggarakan oleh semua daerah dan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan 

dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No 23 

Tahun 2014 Pasal 12 meliputi : 

”Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 

Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Ketentraman, Ketertiban 

Umum, Pelindungan Masyrakat dan Sosial”  

 

Adapun Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan 

pelayanan dasar yaitu : Tenaga Kerja, Pangan, Pertanahan, Lingkungan Hidup, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan, 

Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana, Perhubungan, Statistik, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan.  

 Urusan Pemerintahan Pilihan, yaitu Urusan Pemerintahan yang wajib 

diselenggarakan oleh semua daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki terdiri atas : 

Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Pertanian, Kehutanan, Energi dan Sumber Daya 

Mineral, Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi. Kewenangan Pemerintah dan 

Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom dengan Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya dalam Pasal 12, bidang 

pendidikan mengenai urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan 

dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) bahwa: 

“urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang 

berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan urusan pemerintahan yang tidak 

berkaitan dengan pelayanan dasar”. 

 

Di bidang Pendidikan khususnya Sekolah Menengah Atas (SMA), dan 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) telah diatur oleh pemerintah Kabupaten/Kota 

akan tetapi setelah berlakunya Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang 
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Pemerintahan Daerah terjadi peralihan kewenangan yaitu Sekolah  Menengah Atas 

(SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) diatur oleh Pemerintahan Provinsi 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dibuat 

rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimanakah pengaturan  peralihan 

kewenangan di bidang pendidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014. 2) Bagaimanakah proses peralihan urusan dalam bidang pendidikan. 3) Apa 

kendala dan solusi dalam pengaturan peralihan kewenangan di bidang pendidikan.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Untuk mengetahui 

pelaksanaan peralihan dalam bidang pendidikan. 2) Untuk mengetahui kewenangan 

Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Provinsi NTB dalam bidang 

pendidikan. Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 1) Memberikan 

sumbangsih pemikiran di bidang hukum pada umumnya dan di bidang Hukum Tata 

Negara pada khususnya. 2) Memberikan pemahaman kepada masyarakat luas untuk 

menerapkan dan memeperluas wawasan dalam bidang hukum.  

1. Adapun metode penelitian sebagai berikut: 1) Penelitian ini menggunakan jenis 

penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris merupakan metode 

penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam arti nyata serta 

meneliti bagaimana bekerjanya hukum di dalam lingkungan masyarakat.Dapat 

dikatakan bahwa penelitian hukum empiris ini diambil dari fakta-fakta yang ada 

di dalam kehidupan masyarakat, badan hukum maupun badan pemerintah. 2) 

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah: a)  Pendekatan Perundang-

undang (Statute Approach). b) Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). 

c) pendekatan sosiologis ( Sociological Approach ). 3) Sumber dan jenis data 

yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya: a) Data Lapangan, yang di 

peroleh secara langsung dengan cara melakukan wawancara secara langsung 

dengan pihak-pihak yang terkait. b) Data Kepustakaan yaitu bahan hukum 

primen dan bahan hukum sekunder. 4) Teknik pengumpulan data yang 
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digunakan adalah studi dokumen, studi wawancara, dan studi kepustakaan. 5) 

Analisis data akan di anaslisis secara deskriptif kualitatif.  
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II. PEMBAHASAN 

Pengaturan  Peralihan Kewenangan Di Bidang Pendidikan Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 

Banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa sejak diberlakunya Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah terjadi perubahan 

yang cukup significant mengenai kewenangan penyelenggaraan pendidikan menengah 

dalam hal ini adalah SMA, MA, SMK dari Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada 

Pemerintahan Provinsi. Untuk mengetahui hal ini marilah kita simak bersama pasal-

pasal yang ada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah tersebut dibawah ini.  

Adapun pembagian urusan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah meliputi: 

Di dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah diatur tentang urusan pemerintahan sebagai berikut: 

a. Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan 

pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. 

b. Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan 

pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintahan Pusat. 

c. Ueusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintahan Pusat dan Daerah 

Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. 

d. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar 

pelaksanaan Otonomi Daerah. 

e. Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Adalah 

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala 

Pemerintahan. 

 

Sedangkan Urusan Pemerintahan Konkuren dijelaskan dalam Pasal 11 Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa :  

1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimmana dimaksud dalam Pasal  9 ayat (3) 

yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan 

Urusan Pemerintahan Pilihan.  

2) Urusan Pemerintahan Wajib sebegaimana dimaksud  pada ayat (1) terdiri atas 

Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan 

Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. 
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3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang 

sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.  

 

Urusan di bidang pendidikan merupakan urusan pemerintahan wajib yang 

berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang 

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai berikut: 

 

a. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11  ayat (2) meliputi : 

1) Pendidikan; 

2) Kesehatan; 

3) Pekerjaan umum dan penataaan ruang; 

4) Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman; 

5) Ketentraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan  

6) Sosial 

 

Ruang lingkup  perubahan pembagian urusan pemerintahan sesuai dengan 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah antara 

Pemerintahan Pusat, Pemerintahan Provinsi Dan, Pemerintahan Kabupaten/Kota untuk 

pengelolaan bidang pendidikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah meliputi :  

a) Kebijakan pendidikan; 

b) Kurikulum; 

c) Akriditasi; 

d) Pendidik dan tenaga kependidikan 

e) Perizinan pendidikan.  

Perizinan pendidikan dapat dijelaskan perizinan merupakan sutau kebebasan 

untuk melakukan upaya belajar salah satunyaa kebebasan mendirikan sekolah dan 

kebebasan untuk pendidikan 

Proses Peralihan Urusan dalam Bidang Pendidikan  
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B. Persiapan inventarisasi adalah persiapan yang dilakukan pemerintah untuk peralihan 

urusan salah satunya dibidiang pendidikan yaitu SMA/SMK  yang mana akan 

dialihkan menurut P3D maka dari itu pemerintah memberikan waktu paling 

lambatpada tanggal 31 Maret 2016 seluruh perangkat yang akan di alihkan dari 

Kabupaten/kota ke Dearah Provinsi telah siap untuk dilakukan tahapan berikutnya 

untuk proses serah terima P3D dilakukan paling lama 2 tahun. 

C. Tahapan Pelaksanaan Penyerahan  

Didalam tahapan pelaksanaaan penyerahan tersebut dimulai dari penyerahan 

personal berikutnya diikuti dengan penyerehan prasarana atau aset  berikutnya 

dilanjutkan dengan penyerahan anggaran dan dokumen ini dilakukan dengan 

mengundang Bupati Walikota di Provinsi, untuk tahapan peralihan tersebut 

pemerintah memberikan waktu paling lambat pada tanggal 2 oktober 2016. Adapun 

pelaksanaan penyerahan ini  merupakan tahapan kedua yang dilakukan pemerintah, 

dijelaskan bahwa proses pelaksanaan tersebut diatur dan di bagi sesuai dengan P3D. 

D. Tahapan Pengelolaan  

Tahapan pengelolan adalah tahapan pelaksanaan, dapat dijelaskan bahwa Daerah 

Provinsi yang mengambil alih bagian pelaksanaaan penngelolaan sesuai dengan 

tugas pokok dan fungsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi 

Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota, Peratutan Daerah Provinsi NTB Nomor 

4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. 

E. Tahapan evaluasi  

Tahapan evalusi merupakan tahapan yang dilakukan untuk mengvaluasi atau 

meninjau kembali peralihan kewenangan dibidang pendidikan SMA dan SMK agar 

peralihan mendapatkann hasil yang disesuaikan. Akan tetapi didalam evaluasi 

terdapat kendala yang belum diselsaikan sampai saat ini. 
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Kendala Dan Solusi Dalam Pengaturan Peralihan Kewenangan Di Bidang 

Pendidikan 

1) Ada beberapa data personal 13 sampai 16 orang yang tidak ada di BKD tetapi 

datanya masih di Kabupaten/kota 

2) Aset-Aset yang masih banyak belum terdata di Daerah Provinsi dikarenakan data 

aset masih banyak di Daerah Kabupaten/kota antara lain Tanah, Lahan, Gedung 

dan Aset penunjang lainn yang sampai saat ini masih menjadi kendala di 

pemerintah, akan tetapi tetap dilakukan pengembalian aset dari Kabupaten/kota 

Ke Daerah Provinsi yang menjadi kendala dengan cara di tarik secara resmi 

menggunakan surat. 
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III. PENUTUP 

1. Pengaturan peralihan kewenangan di bidang pendidikan berdasarkan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

Kesimpulan yang dapat diambil tentang pelaksanaan peralihan 

kewenangan di bidang pendidikan SMA SMK pada khususnya terdapat 

pengaturan-pengaturan yang menjadi dasar hukum pelaksaanaan peralihan 

kewenangan dari Kabupaten/kota ke Daerah Provinsi yang nantinya bisa di 

kelola seluruhnya oleh kebijakan yang berwenang sesuai dengan Undang-

Undang yang mengatur adapun dasar-dasar hukum peralihan kewenangan 

tersebut ialah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor 38 Tahun 2007 

tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah 

Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota. Peraturan Daerah Provinsi 

Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor 61 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Dibidang 

Pendidikan dan Kebudayaan. 

2. Proses Pelaksanaan Peralihan Kewenangan Di Bidang Pendidikan SMA dan 

SMK. 

Kesimpulan yang dapat diambil bahwa ada 4 tahapan-tahapan yang 

dilakukan untuk proses pengalihan tersebut adapun pengalihan tersebut yaitu 

tahapan persiapan inventarisasi, tahapaan pelaksanaan penyerahan, tahapan 
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pengelolaan, tahapan evaluasi. Unsur-Unsur dalam tahapan pengalihan ini  yaitu 

P3D (Personal, Pendanaan, Prasarana dan Dokumen) penjelasan singkat 

mengenai P3D ialah : unsur personal yaitu dari kepegawaian, seluruh pegawai 

yang terhitung, yang termasuk unsur pendanaan yaitu seluruh alokasi anggaran 

yang termasuk penggajian salah satunya yang berasal dari APBN/APBD, 

berikutnya yang termasuk usur prasarana yaitu aset-aset salah satu contoh tanah, 

ruang, gedung yang mejadi aset Kabupaten/kota nantinya akan beralih ke Daerah 

Provinsi dan unsur yang terakhir yaitu unsur dokumen seluru data-data atau 

dokumen yang dimiliki seperti dokumen pendirian, akta notaris atau sertifikat 

dan lain sebagainya.  

3. Apa saja yang menjadi kendala. 

Kesimpulan yang didapatkan penulis dari penelitian terdapat kendala 

yang terjadi pada peralihan kewenangan yaitu : didalam unsur personal kendala 

yang terjadi yaitu terdapat 13 sampai 16 orang yang tidak terdata di BKD 

dikarenakan data yang dimiliki masih terdapat pada Kabupaten/kota, berikutnya 

unsur Prasarana sebagian besar Pemerintah Kabupaten/kota belum sepenuhnya 

mengalihkan aset-aset yang dimiliki untuk mnjadi kewenangan Daerah Provinsi, 

kendala berikutnya yang ditemukan yaitu masih ada Pemerintahan 

Kabupaten/kota yang melantik kepala SMA dan SMK setelah tangggal 30 

September 2016, padahal kewenangan SMA dan SMK telah berada pada 

kewenangan Daerah Provinsi. 

A. Saran 

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan peneliti, maka peneliti 

memberikan saran yang sekiranya peneliti anggap sebagai kekurangan dalam 

pengalihan kewenangan di bidang pendidikan khususnya SMA dan SMK  : 

1.  Dalam data yang diperoleh peneliti terdapat jumlah non pns dalam angka 13.022 

orang, hal ini tentu menjadi persoalan mengenai bagaimana pengaturan, 



xiv 

 

pengangkatan dan penggajiannya dikarenakan pada peralihan tersebut dalam 

unsur personal yang di alihkan ke Dearah Provinsi hanya personal PNS saja 

untuk jumlah yang besar sebagai non pns peneliti rasa perlu diadakannya aturan 

kembali yang mengatur tentang non pns agar kehidupan non pns lebih terjamin 

dan sesuai dengan tugas yang di emban oleh setiap personal.  

DAFTAR PUSTAKA 

 

Buku  

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah 

 

Peraturan Perundang-Undangan  

Indonesia, Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.  

  

 

 

 

 

 


